
 



BIIPATI BOIIE
PROVffSI SULAII'ESI STI,AAAIT

RANCAIIGAN

PERATURAIT BIIPATI BONT
ITO}IOR 1? TAHIIIT 2019

TEI$TAITG

NEilCAIIA STRATEGTS PERA,ITGI( T DATRAH
rABIIP*TEIT BOISE TSIIIIIT 2018 .?;0/23

DEITGAS NAIIMAT TUIIAtr YAISG TfiAIIA E.SA

BIIPATT B|OI[E,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
123 ayat {2} dan Pasal I"24 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OlT Tata.
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangfua Pardang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencata Pembangunan Jangt<a Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintatr Daeratr, maka perlu menetapkan
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2AL8-2A23;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
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Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun I"959 tentang
Pembentukan Daeratr-Daerah Tingkat II Di
Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Und.ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2*A4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia Nomor +42L1;
Undang-Undang Nomor 17 TaLrun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 {Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +72A1
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47251;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sehagaimana Te}ah Diubah
Beberapa Kali ?erakhir Dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 f,embaran Negara
Republik Indorresia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor I Tatrun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen3rusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (I*robaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembara"n Negara Republik
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3.

4.
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Iadonesia Nomor a817);
8. Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
{I*mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor A6
Tahun 2AL7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daeratr tentang Rencana
Pemba:rgunan Jangka Paqiang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Faqiang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor l3t2);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi $elatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulrawesi Selatan Tahun 2AO8-2A28 {Iembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 283);

L l-. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor g
Tahun 2016 tentang Peruhahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2S0S-202S
{Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun ZAto
Nomor 9);

l-2. kraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor z
Tahun 2013 tenta$g Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 {Lerubaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor T
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daeratr
{Lembaran Daeratr Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor g

Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perang!<at Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun zOrc Nomor 8,
Tambahan Icrnbaran Daerah Ifubupaten Bone
Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor g
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daeratr Tahun 2018-2049
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun ZAL}
Nomor 3', Tambahan I"embaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 3|;

ME.ilUTIISKAII:

Meaetapkan : PTRATURAII BUPATI fEilTAI{c REilClUIA
STRATEGIS PERAITGIIAT DATRAII
II*3I'PATEXI BOilT TAIIIilT 2018 -aoE,g

EAs I
I(BTEilIIX*IE IT!fiITI

Pasal I
Dalam Perattrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Rrsat adatah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yarg dibantu oleh wakil presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Daerah adalah Kabupaten Bone.
Pemerinteh Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Ferc.erintahan Daerah yang memimpin
peliaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalatr Bupati Kabupaten Bone.

2.
3.
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5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
meqiadi keurenangan Fresiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daeratr untuk melindungi, me}ayani, memberdayakan dan
menyejatrterakan masyarakat.

6. Urusan pemerintahan rJildib adalah urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusErrr pemerintahan
yang w4jib diselerggaralen oleh daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki daeratr.

8. Kepala Daerah dan \lfakil Kepala daerah adatah gubernur dan
wakil glrbernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk
kabupaten, walikota dan wakil urali kota untuk kota.

9. Perangkat Daeratr adalah unsur pembantu kepala daeratr dan
Dewan Penrakilaa Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraarl
Urusan Pemerintahan yarrg menjadi kewenangan daerah.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Perangfuat Daeratr yang melaksanakan
tugas dan mengkoordinasikan pellyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daeratr.

l1-,Peraturan Kepala Daerah yang selaqjutrrya disebut Perkada
adal,ah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

13. Pembangunan daerah adalah usatra yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan magrarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai
dengan urusa:r pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

14. Perencanaan Pembangunan Daeratr adalatr suatu pro$es untuk
menentukan kebiiakan nrasa depan melalui urutan pilihan
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalasr
jangka waktu tertentu.

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu pro$es
pemantauan dan suprrrisi dalam penyu$unan dan
pelaksanaan keb{jakan pembangunan serta menilai hasil
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realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya
target secara ekonomis, efisien dan efektif_

16. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr yang
selanjutrrya disingkat RPJMD adarah dokumen perencanaa
daerah untuk periode s {lima} tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakteirnya masa jabatan Kepala Daerah.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutrrya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
perfude I (satu) tahun.

18. Rencana strategis perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (tima) tahun.

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daeratr untuk periode 1 {satu} tahun.

20. visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada ak]rir periode perencanaan pembangunan
daeratr.

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yaag akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangkawalrtu S {fima} tahun.

23. sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
{o*comel program Perangkat Daerah.

24. strategi adalah langkah krisikan program-program sebagai
prioritras pembangunan daerahlperangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

25. Arah Kebiq'akan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalalran pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

26. Program adalah penjabaran kebiiakaa perangftat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
mengunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasilya:rg terukur sesuai dengan tugas dan fungsi"



(U

(2)

2T.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai al,at

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dala:m bentuk keluaran {outpufl, hasil {orttcomel,
dan dampak linpac$"

BA3 U
uuuu
PaEaI 2

Renska Perangkat Daerah merupkan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 [ima) tahun,
Renstra Ferangkat Daerah sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1) memuat tqjuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangfta pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan berrifat indikatif.

BA3 III
MAKSUD DAIT TT'JI'AIT

Pesat A

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tattun 2018-2023
adalatr menjabarkan RPJMD Tatrun 2gLg-2A23 kedatam tujuan,
sasaran, straGgi, arah kebilakan, prograra dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

ksl4
Tujuan penyu$rnan Renstra Perangkat Daerah Tahun 201'8-2023

a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebiiakan, program
dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran
pembangunan dalam RPJMD Tahun 2A18-2A23;

b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator
kinerja, lokasi kegiatan, kelompk sa$aran serta prakiraan
maju dalam priode waktu 1 {satu} tahun.



(L) Renstra Per
sistematika

BAB IV
SISTE.MATIKA PSilUTISAI$

ksal5
'angkat Daerah Tahun ?OLB-ZA?B disusun dengan
sebagai berikut :

Pendahuluan
Gambaran Pelayanan Perangkat Daeratr
Permasalatran dan Isu-isu Strategis perangkat
Daeratr
Tt"$uan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Program daa Kegiatan serta pendanaan
Kiuerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Penutup

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Satuan Polisi Pamong Fraja
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran
Dinas Sosial
Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perunahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Dinas Pengendalian Penduduk dan

I

BAB i
BAB II
BAB III

BAB IV
BAB V
BAB \fl
BAB VII
BAB VIN

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

Lampirarr V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XIV :

Lampiran XVI :
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Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

l,ampiran X)il

Iampiran X)flI
Lampiran XICII
Lampiran X)ilV
Lampiran )O(V
Lampiran XXVI
Lampiran )()nnl

Lampiran )Ofi/III
Lampiran XIOX
Lampiran XXX
Lampiran XlOil
Lampiran X)OilI

Lampiran XICffI

Lampiran XIOilV
I"ampiran rcOfi/

Lampiran XXXYI

Lampiran )OO(VII
Lampiran )O{XVIII
Lampiran XIO(IX
Lampiran XL
Lampiran XU
Lampiran XLII
Lampiran XLIII
Lampiran XLIV
Lampiran XLV
Lampiran XLYI
Lampiran XLYII

Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
Dinas Kolxrasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dinas Kebudayaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Pariwisata
Dinas Pertarrian, Tanaman Pangan,
Hortikultr-rra dan Perkebunan
Dinas Petemal<an
Dinas Perindustrian
Dinas Perdagangan
Dinas Kel,autan dan Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Pendapa.tan Daerah
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Inspektor:at Daerah
Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah
Keca:rratan Lagruru
Kecamatan Dua Boccoe
Keca:natan Sibulue
Kecamatan Barebbo
Kecamatan Cina
Kecamatan Mare
Kecamatan Awanglnne
Kecamatan Tellu Siattinge
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Iampiran XLYIII
Iampiran XLIX
Lampiran L
Lampiran LI
Lampiran LII
Lampiran LIII
I"ampiran LIV
Iampiran LV
l,ampiran LVI
Lampiran LVII
Lampiran LVIII
Lampiran LIX
Lampiran IJ{
Lappiran IJ(I
I"a:npiran IXII
Lampiran lXm
Lampiran IXIV
Lampiran IJ(V
Lampiran L)fi/I

Kecamatan Cenrana
Kecamatan Ajangale
Kecamatan Amali
Kecamatan Palakka
Kecamatan Ul;aweng
Kecamatan Bengo
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Lappariaja
Kecamatan Patimpeng
Kecamatan Ponre
Kecamatan Libureng
Kecamatarr Bontocani
I(ecamatan Kahu
Kecarnatan Kqjuara
Kecamatan Tonra
Kecamatan Salomekko
Kecamatan Tanete Riattang
Kecamatan Tanete Riattang Barat
Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V
PEMGEMDATIAIT DAIS EIIALUASI

Pas6l 6

Peagendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

ksal ?
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

sebagairuana diaaksud dalam Pasat 6, mencakup tujuan,
sasaran, indikator kineda Perangkat Daerah serta rencana
program, kegiatan, kelompok sasaran da:r pendanaan indikatif,
yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

{2} Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (U, ctigunakan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program,
kegiatan, kelompok sasaran dan pend.anaan indikatif sesuai
dengan tugas pokok dan fi,mgsinya dalam upaya mencapai visi,
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misi, tujuan d.an sasaran Renstra Perangkat Daeratr, telah
dilaksanakan melalui Renda Perangfuat Daeratr.

(3) Kepata Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap peLaksanaan Renstra Perangkat Daeratr dan
melaporkan trasil pengendaliaa dan evaluasi Renstra Perangkat
Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pas&I I
{1} Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (31 sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendatian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (U ditemukan adanva
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala
Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklaqiuti oloeh Kepala Peran.gkat
Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampnikan hasil tindaklanjut
perbaikan/penyempufltaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Bupati melalui Kepal,a Bappda"

BAE VI
NETEfrlTIAtr FTRALIIIAIT

Pasf,I I
Dalam hal petraksanaan Renstra Perangfuat Daerah terdapat
kebijakan Pemerintah Fusat dan Pemerintalr Daerah yang
berimplikasi terhadap dokua^en Renstra Peraagkat Daerah ini
maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen
Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
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EAB Vtr
IIBIWTU*il PEITUTTIP

ksal 1{}
Peraturan Bupati ini mutrai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarurya dalam Berita Daerah
Kabupa.ten Bone.

Ditetapkan di Watampone
padatanggal 16 *trril 2A19

BI'PATI BOSI,

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1G -,1p:,13 2019

SEI(RTTARIS DAERAH EABIIPJYTIIY BOIUE

^/-"/A.SITBYA DARMJil

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2OL9 NOMOR 1?

t2
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, 

terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan 

kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang 

sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah 

termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

yang disusun setiap  tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Amali yang berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif. 

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun serta 

berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun  

Kecamatan. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Amali berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan 

dan proses sebagai berikut: 

a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan; 

b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan; 

c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan 

d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan 

e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan 

f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan 

g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan 

h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati 
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Renstra Kecamatan Amali mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen 

perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

bagan alir keterkaitan berikut ini : 

 

Tabel 1.1 

       Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PenyusunanRenstraKecamatanberpedoman pada RPJMD  

 

Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. 

Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja 

Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan 

Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan 

yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman 

dan acuan bagi  Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan 

KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan 

dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi 

Rancangan APBD setiap tahun. 
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1.2 Landasan Hukum 

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra 

Kecamatan Amali Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 

tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
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Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 3); 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang 

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan  Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 
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31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 

tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2009-2029 (LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2009 Nomor 9); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 

Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 

Nomor); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoneTahun 2012 – 

2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2016 Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah  Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan 

Amali adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi 

Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone 

Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan untuk lima tahun mendatang. 

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Amali adalah 

sebagai berikut : 

a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Amali selama 5 

(lima) tahun ke depan. 

b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan 

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan 

Amali. 

c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

kecamatan.dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

kinerja Kecamatan Amali. 

d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Amali. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang 

dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan 

dari penyusuan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra 

Kecamatan. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat 

informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 
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Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra 

Perangkat Daerah ini. 

Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat 

Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permaslahan pelayanan 

Perangkat daerah beserta factor-fakto yang mempengaruhinya. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan 

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan 

rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Amali 

dalam lima tahun mendatang. 

Bab VI Rencana Program dan KegiatansertaPendanaan, Bab 

ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian 

ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

lansung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan 

perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Amali 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. 

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah 

membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk 

melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertibanumum; 

d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/atau kelurahan; 

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah yang ada di Kecamatan; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati  sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang 

menjadi tanggung jawab kecamatan. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan; 

b. Pelaksanaan Program dan anggaran; 

c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan 

pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan; 

d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan 

perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan 

penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat; 

e. Penysunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan 

program kerjake pada camat; 

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumahtangga; 

g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan  

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait 

tugas dan fungsinya. 

Sekretariat yang dalam pelaksanaanya dipimpin oleh Sekretaris 

camat membawahi beberapa sub bidang yaitu : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian. 

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan 

a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum dan Desa/Kelurahan serta pembinaan keagrariaan;  

b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil;  

c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan 

bangsa, organisasi social politik, organisasi masyarakat, dan 

lembaga kemasyarakatan lainnya;  

d. Memfasilisitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;  

e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala 

desa;  

f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  
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g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat 

desa 

h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;  

i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan 

permusyawaratan desa;  

j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa;  

k. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa 

dengan pihak ketiga;  

l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan 

ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;  

m.  Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;  

n.  Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan 

permusyawaratan desa;  

o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa;  

p. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa 

dengan pihak ketiga;  

q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan 

ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;  

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum;  

b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan 

aparat ketertiban;  

c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;  

d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  

f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara 

pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan  

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait 

tugasnya.  

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
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a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum;  

b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan 

aparat ketertiban;  

c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;  

d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  

f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara 

pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan  

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait 

tugasnya.  

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan 

Kesejahteraan Rakyat. 

a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD 

serta kesejahteraan rakyat;  

b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan 

pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan 

ekonomi produksi dan distribusi;  

c. Memfasilitasi penyelengaraan  perekonomian dan optimalisasi 

PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;  

d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;  

e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi  pembinaan bidang 

keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan 

ketenagakerjaan;  

f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan 

rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;  

g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian 

bantuan sosial;  

h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan 

perdesaan di wilayahnya 

i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban 

lembaga kemasyarakatan;  

j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan 

asset desa;  
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k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian 

dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam 

wilayah kecamatan;  

l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur 

sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli 

Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan  

m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait 

tugasnya.  

6. Seksi Pelayanan Umum 

a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana 

prasarana fasilitas pelayanan umum;  

b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman 

dan penerangan jalan umum;  

c. Menfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan 

permukiman;  

d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;  

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;  

f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur 

sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan  

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait 

tugasnya.  

Adapun struktur organisasi Kecamatan Amali sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 

adalah sebagai berikut : 

1. Camat 

2. Sekretaris Kecamatan 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan 

3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat 

7. Seksi Pelayanan Umum 

8. Kelompok Jabatan Fungsional
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              Gambar 2.1 

   Struktur Organisasi Kecamatan Amali 
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2.2  Sumber Daya Kecamatan Amali 

 2.2.1 Sumber Daya Aparatur 

 Dalam pelaksaan Program dan Kegiatan Kecamatan Amali 

mempunyai PNS dengan rincian sebagai berikut : 

          Tabel 2.1 

     Komposisi ASN 

 
N
O 

 
SUMBER DAYA MANUSIA 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah ASN 5 5 7 17 16 

2 Jumlah Non-ASN 8 8 8 7 6 

 Total 14  14 15 24 22 

3 ASN Menurut Jenis Kelamin      

 - Laki-Laki 3 3 5 13 13 

 - Perempuan 2 2 2 4 3 

4 ASN Menurut Jabatan      

 - Eselon II - - - - - 

 - Eselon III 2 2 2 2 2 

 - Eselon IV 2 2 4 5 5 

 - Staf 1 1 1 10 9 

5 ASN Menurut Golongan      

 - Golongan I - - - - - 

 - Golongan II 1 1 1 10 9 

 - Golongan III 3 3 4 4 4 

 - Golongan IV 1 1 2 3 3 

6 ASN Menurut Pendidikan      

 - Tamat SD - - - - - 

 - Tamat SMP - - - - - 

 - Tamat SMA - - - 5 4 

 - Diploma I/II/II 1 1 1 1 1 

 - S1 4 3 5 8 8 

 - S2 - 1 1 3 3 

 - S3 - - - - - 

 

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Amali,  2018 
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Berdasarkan  komposisi pegawai yang telah diuraikan pada 

tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang 

menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di 

Kecamatan Amali. Faktor – faktor tersebut di antaranya adalah : 

Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (eselonisasi), 

berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan 

serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai 

ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Jumlah dan persentase ASN berdasarkan Jabatan (Eselon) 
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Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Amali,  2018 
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Tabel 2.3 

  Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Golongan 
 

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Amali,  2018 

    

Tabel 2.4 

  Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Pendidikan 
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Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Amali, 2018 

 

Tabel 2.5 

 Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Pelatihan Yang Pernah Diikuti 
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Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Amali,  2018 

 

 2.2.2  Sarana dan Prasarana 

        Tabel 2.6 

    Sarana dan Prasarana Kecamatan Amali 

NO SARANA DAN PRASARANA 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Gedung Kantor 1 1 1 1 1 

2 Rumah Jabatan/Dinas 1 1 1 1 1 

3 Meja Kerja 6 6 6 6 6 

4 Kursi Rapat 50 50 40 42 38 

5 Meja Panjang/Meja Rapat 2 2 2 2 2 

6 Kursi Kerja 12 12 12 12 12 

7 Mobil Dinas 1 1 2 2 2 

8 Motor Dinas Sekcam - - 1 1 1 

9 Rak Arsip 1 1 1 1 1 

10 Brankas 1 1 1 1 1 

11 Komputer 1 1 1 1 2 
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12 Printer 1 1 1 1 2 

13 Kipas Angin 1 1 - - - 

14 AC 1 1 1 1 - 

15 Alat Perekaman E-Ktp 2 2 2 1 1 

17 Lemari Arsip 4 4 4 4 5 

18 Laptop - - 1 1 1 
Sumber : Pemegang Barang Kec.  Amali,   2018 

 

Tabel. 2.7 

          Sarana Umum 

 

No 

 

Sarana 

 

Jumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1 Pasar 4 √ - - 

2 Obyek Wisata 2 √ - - 

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2018 

 

       Tabel 2.8 

         Sarana Pendidikan 

 

No 

 

Sarana 

 

Jumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1    TK 25 √ - - 

2 SD / MI 25/4 √ - - 

3 SMP/Tsanawiyah 3/5 √ - - 

4 SMA/Aliyah 1/1 √ - - 

  Sumber  2018 

 

         Tabel 2.9 

Sarana Keagamaan 

 

No 

 

Sarana 

 

Jumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1 Mesjid 28 √ - - 

2 Mushallah 5 - √ - 

3 Pura - - - - 

4 Gereja - - - - 

  Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Amali, 2018 
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2.3  Kinerja Pelayanan Kecamatan Amali 

  Kinerja Pelayanan di Kecamatan Amali dilihat dari beberapa 

Indikator kinerja : 

 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 

 Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

 Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. 

 Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan. 

Kinerja Kecamatan Amali menunjukkan tingkat capaian kinerja 

berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013-2018, 

sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
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  Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Amali 

NO 

 

Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

 

Persentase 

Pelayanan kepada 

Masyarakat yang 

dilaksanakan sesuai 

Standar Pelayanan 

 

   

96 97 98 99 100 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 

2 

 

Persentase 

Pengaduan 

pelayanan public dari 

masyarakat yang 

dapat ditindaklanjuti/ 

diselesaikan 

 

   

80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 

3 

 

Persentase Usulan 

Kegiatan 

   

30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 100 100 100 100 100 
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pembangunan oleh 

masyarakat hasil 

musrenbang 

Kelurahan/Desa 

dapat dilaksanakan 

ditingkat Kelurahan/ 

Desa 

 

4 

 

Persentase Ganguan 

Keamanan 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Masyarakat yang 

dapat diselesaikan 

 
      

96 97 98 99 100 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 

5 

 

Persentase 

Penurunan 

Pelanggaran 

terhadap Perda 

 
      

85 90 95 98 100 85 90 95 98 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 2.2 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kecamatan 

NO URAIAN 

TARGET (ANGGARAN) REALISASI ANGGARAN CAPAIAN 
RATA-RATA  

PERTUMBUHAN 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 TARGET REALISASI 

  Pendapatan                                   

  - DAK                                   

  - PAD                                   

  - ……………..                                   

  Total Belanja 6,489,254,900 6,450,663,500 7,030,955,900 7,250,644,800 6,996,682,700 6,188,719,507 5,882,287,587 6,904,244,098 7,161,389,689 6,922,687,889 95.37 91.19 98.20 98.77 98.94 -     1,245  3.20 

  - Belanja Pegawai 6,237,834,900 6,039,243,500 6,545,415,900 6,740,104,800 6,431,142,700 5,953,299,507 5,546,318,437 6,434,787,098 6,658,789,689 6,358,424,589 95.44 91.84 98.31 98.79 98.87 0.90 4.48 

  
- Belanja Barang   
 dan Jasa 

246,420,000 395,420,000 455,780,000 495,540,000 550,040,000 230,420,000 319,969,150 439,697,000 487,600,000 548,763,300 93.51 80.92 96.47 98.40 99.77 3.33 -3.33 

  - Belanja Modal 5,000,000 16,000,000 29,760,000 15,000,000 15,500,000 5,000,000 16,000,000 29,760,000 15,000,000 15,500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.90 2.04 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 

Amali 

   Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita 

dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan 

fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan 

Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun tantangan 

tersebut antara lain : 

 Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, 

akuntabel, cepat dan tanpa komplain. 

 Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, 

nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara 

berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus 

diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

 Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan 

Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang 

berkualitas. 

 Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif. 

 Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut 

peran Kecamatan Amali harus lebih responsive terhadap dinamika 

pembangunan masyarakat. 

 Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya 

kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan 

ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu. 

 Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian 

urusan pelayanan umum di kecamatan. 

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Amali 

dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi antara lain : 

 Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui 

peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap 

pegawai. 

 Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga 

mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme. 
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 Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang. 

 Kecamatan Amali sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi 

pengembangan usaha perdagangan dan jasa. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Amali 

 Permasalahan pada Sekretariat 

a. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan 

kegiatan masih belum optimal; 

b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan 

kurang representatif; 

c. Belum maksimalnya integrasi data dan system informasi antar 

OPD; 

d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi 

kepegawaian; 

e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri; 

 Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen 

kependudukan; 

b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah. 

c. Belum optimalnya system layanani nformasi dan pengaduan; 

d. Masih   lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan 

kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis; 

e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah. 

 Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyakat 

dan Desa 

a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi 

program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak. 

b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan 

pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa. 

c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan 

Kecamatan. 
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d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan    dan    tingkat 

perkembangan pemberdayaan masyarakat   di   wilayah 

Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah 

maupun Swasta. 

e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang 

pengembangan pembangunan pedesaan. 

 Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra 

a. Belum  tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan 

lingkungan dan bangunan di kecamatan; 

b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan 

sarpras RTLH; 

c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat; 

d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan dan keindahan lingkungan; 

e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan 

memelihara sarana dan prasarana; 

f. Data penerima rastra belum akurat; 

g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program 

unggulan pemerintah kotas eperti Kota Layak Anak; 

h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

kemasyarakatan; 

 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum 

a. Keterbatasan Personel (Satpol PP) 

b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait; 

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan 

d. Kurangnya Pembekalan/Bintek 

e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana 

di tingkat Kecamatan dan Desa; 

f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah 

Kecamatan dan Desa; 

 Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum 

a. Masih      rendahnya kualitas SDM      dalam melaksanakan 

pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan. 



 

  
Page 29 

 

  

b.  Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat 

kecamatan belum optimal. 

d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu 

pintu 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

 3.2.1 Visi 

 Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi 

yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan 

visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan 

kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap 

expection). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan 

seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten 

Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima 

tahun kedepan. 

  Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 

2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD 

Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program 

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantumdidalam 

RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan 

Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang - undang Dasar 

1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah 

dicapai selamaini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah : 

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” 

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat 

Bone yang Religious”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, 

dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai 

kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya 
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sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di 

dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu 

mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap 

melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling 

menguntungkan. 

2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai 

terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk 

memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang 

berbasis sumber daya local dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, 

nasional, bahkan internasional. 

3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin 

meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, 

Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkunganhidup yang 

dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan 

kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah 

yang baik. 

3.2.2 Misi 

  Misi di dalam dokumen RPJMD inidiartikan sebagai upaya 

umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki 

keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. 

Selain itu, rumusan misi ini juga berfugsi sebagai dasar dalam 

merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif 

lima tahun kedepan. Dengan pemahamannya tentang misi yang 

demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam 

rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten 

Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan 

kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya. 
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4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa 

dan Kawasan perdesaan. 

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk 

pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam 

peningkatan pelayanan publik. 

6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya 

dalam kemajemukan masyarakat. 

    Tabel 3.1 

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi 

N
o 

Misi Penjelasan Misi 
Pokok

Visi 

1. Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih 

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). 

Mengembangkan praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan mencegah terjadinya praktek KKN. 

Mandiri 

2. Mengembangkan kemandirian 

ekonomi dan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. 

Meningkatkan kinerja perekonomian 

daerah, mempercepat upaya 

penanggulangan kemiskinan, serta 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

Mandiri/ 

Sejahtera 

3. Meningkatkan akses, 

pemerataan, dan kualitas 

pelayanan kesehatan, 

Pendidikan, dan social dasar 

lainnya 

Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas 

layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial 

dasar serta meningkatkan 

pengarustamaan gender dalam 

pembangunan daerah. 

Sejahtera 

 

4. Mengoptimalkan akselerasi 

pembangunan daerah berbasis 

desa dan Kawasan pedesaan. 

Mempercepat pembangunan kawasan 

perdesaan dan pengembangan 

infrastruktur dasar 

Mandiri 

 

5. Mendorong penciptaan iklim 

investigasi yang kondusif untuk 

pengembangan usaha dan 

mengembangkan inovasi 

daerah dalam peningkatan 

pelayanan publik 

Meningkatkan arus investasi dan 

pengembangan inovasi daerah dalam 

pelayanan publik. 

Berdaya 

Saing 

6. Meningkatkan budaya politik, 

penegakan hukum, dan seni 

budaya dalam kemajemukan 

masyarakat. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam politik, menjaga ketentraman dan 

ketertiban masyarakat serta 

mengembangkan seni dan budaya 

masyarakat. 

Sejahtera 
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan 

Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, 

keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap 

sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas 

fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra K/L yang sesuai 

dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya 

memiliki keterkaitan yang secara lansung menjadi factor pendorong 

pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang 

antara lain : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang 

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. 

3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaran 

pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. 

4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang 

pemerintahan dalam negeri. 

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah : 

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya. 
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2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi 

3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 

4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat 

Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan. 

5. Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk 

mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan 

kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai 

pedoman untuk : 

a. Penyusunan rencana pembangunan daerah; 

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 

wilayah Kabupaten Bone; 

c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan 

perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di 

Kabupaten Bone; 

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten 

Bone. 

e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten 

Bone dengan Kawasan sekitarnya. 

 

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan  RPJJPD. 

Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator 

TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan targetnya yang akan 

diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 

dan RPJPD Kab. Bone. 
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Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya Untuk Pengembangan 

Wilayah di Kabupaten Bone  

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi 

publik isu pembangunan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPB, 

maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 

Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :  

a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur  

1. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur, khususnya yang 

terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana 

belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan 

persampahan.  

2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan 

berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara 

umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan : Kluster 

Salomekko, Kluster Libureng, Kluster Taneteriattang, dan Kluster 

Ajangale.  

3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam menghadap iresiko bencana dan 

perubahan iklim.  

b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Lebih 

Berkelanjutan  

1.  Pemanfaatan sumber daya lahan di Kab.  Bone diarahkan pada 

3 fungsi utama yaitu : Lahan untuk pengembangan kegiatan 

perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan 

perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan 

perlindungan.  

2.  Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungannya. Wilayah dANn fungsi jasa 

ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara 

berkelanjutan.  

3.  Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep 

 agroforestry.  
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4.  Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya 

yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan 

resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah. 

 c. Rekomendasi untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Lebih Baik  

1.  Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing perangkat daerah 

dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator 

TPB. 

2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan 

evaluasi serta pengambilankebijakan.  

3.  Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan 

yang berkelanjutan.  

4.  Peningkatan pelayanan secara bertahap. 

5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan 

pengembangan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

KECAMATAN AMALI TAHUN 2018 - 2023 32 inovasi daerah.  

6.  Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum. 

7.  Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target 

TPB/SDGs.  

8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, 

pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungkan; dan peluang 

investasi lingkungan 

 

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis 

 Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat 

 Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan fakor 

 penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang 

 dihadapi Kecamatan Amali adalah sebagai berikut : 

a. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan di Kecamatan belum optimal. 

b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

pemberdayaan, ketentraman umum dan Lingkungan sosial. 

c. Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 

d. Suistenable Development Goals ( SDG’s) atau Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 

capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB 
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sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia 

dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh Negara - 

negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan 

pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama 

hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin 

dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB 

pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menegah kecamatan 

merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar 

pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai 

dengan indikator kinerja. 

 

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Amali 

Tujuan Rencana Startegis merupakan implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 

5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka 

Kecamatan Amali dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang yang dimilki.  

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Bupati Bone, perlu 

ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang 

dijabarkan sebagai berikut “Meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

Kecamatan Amali”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan 

Kecamatan Amali Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 

b. Menciptakan keamanan, ketentraman  dan ketertiban masyarakat. 

 

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, 

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. 

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 

b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Amali 

 

N

o 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2018 

TARGET KINERJA TUJUAN / 

SASARAN PADA TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

pelayanan publik 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

pelayanan publik 

Persentase pelayanan kepada masyarakat yang 

dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%) 

 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

Persentase pengaduan pelayanan publik dari 

masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%) 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh 

masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat 

dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa (%) 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

2. Menciptakan 

keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat. 

Terciptanya 

keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat. 

 

Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%) 

 

 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda 

(%) 
 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

98 

 

100 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi 

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah – langkah 

prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang akan 

dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam 

jangka waktu menengah perangkat daerah.  

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata pengelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) Kecamatan Amali, maka ditetapkan 2 (dua) strategi 

yaitu : 

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melaluiperbaikan 

manajemen perangkat dareah. 

2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, 

ketentraman dan ketertiban. 

 

5.2 Arah Kebijakan  

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya 

diformulasikan dalalm bentuk arah kebijakan perangkat daerah 

yangmerupakan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk 

mnyelesaikan permasalahan kierja pelayanan atau isu – isu strategis 

daerah/perangkat daerah. Sebagai penjabaran strategis arah 

kebijakan ini akan dilaksananakan secara bertahap selama 5 tahun ke 

depan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang 

telah ditetpakan. Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan 

ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan 

dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.  

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) Kecamatan Amali, maka ditetapkan 2 (dua) arah 

kebijakan yaitu : adalah arah/tindakan yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Amali 

antara lain yaitu : 
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1. Mengembangkan System Operasional Prosedur (SOP) dan tata 

laksana unsur penunjang pemerintahan umum. 

2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam 

menciptakan stabilitas  keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

Strategi dan arah kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut : 

 

              Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

 

VISI   : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN 

            SEJAHTERA 
 

 

MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. 
 

 

TUJUAN 
 

SASARAN 
 

STRATEGI 
 

ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

pelayanan 

publik 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

pelayanan 

publik 

Optimalisasi 

pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

melalui perbaikan 

manajemen 

perangkat daerah 

Mengembangkan system 

operasional prosedur 

pelayanan dan tata 

laksana unsur penunjang 

pemerintahan umum. 

 

MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam 

              kemajemukan masyarakat. 
 

Menciptakan 

keamanan, 

ketentraman 

dan ketertiban 

masyarakat 

Terciptanya 

keamanan, 

ketentraman 

dan ketertiban 

masyarakat 

Menggalang 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

menciptakan 

keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban. 

Melibatkan peran 

pemerintah, masyarakat, 

dan pihak swasta dalam 

mewujudkan stabilitas 

keamanan,ketentraman 

dan ketertiban 

masyarakat. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1  Program dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan 

tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang 

diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka 

program - program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - 

Undangan 

d. Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah 

e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

c. Pengadaan Mebeleur 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

3. Program Penunjang Pemerintahan Umum 

a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah 

4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa 

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan 

Penyisihan PBB) 

5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa / Kelurahan 

a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan 

Kecamatan dan Kelurahan 
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b. Peningkatan Operasional Kelurahan Mampotu 

6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana 

Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah 

Kelurahan Mampotu.  

b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan 

Mampotu. 

7. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 

Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu 

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komperehensif 
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Tabel 6.1 
Rencana Program dan Kegiatan  serta Pendanaan Kecamatan Amali 

Kabupaten Bone 

Tujuan Sasaran 
Ko
de 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program   

(outcome) dan 
Kegiatan 
(output) 

Data 
Capaian 

pada 
Tahun 
Awal 

Perencan
aan (%) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penang-

gung-
jawab 

Lokasi 
Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) 

Kondisi Kinerja 
pada akhir periode 
Renstra Perangkat 

Daerah 

Targ
et 

Rp 
Targ

et 
Rp 

Targ
et 

Rp 
Targ

et 
Rp 

Targ
et 

Rp 
Targ

et 
Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Meningka
tkan  
Kualitas 
dan 
Kuantitas 
Pelayanan 
Publik 

Meningka
tnya  
Kualitas 
dan 
Kuantitas 
Pelayanan 
Publik 

      Persentase  
Pelayanan 
kepada 
Masyarakat 
yang 
dilaksanakan 
sesuai Standar 
Pelayanan   

95 96 

  

97 

  

98 

  

99 

  

100 

  

100 

  

    

          Persentase 
Pengaduan 
pelayanan 
publik dari 
masyarakat 
yang dapat 
ditindaklanjuti
/ diselesaikan 

75 80 

  

85 

  

90 

  

95 

  

100 

  

100 

  

    

          Persentase 
Usulan 
Kegiatan  
pembangunan 
oleh 
masyarakat  
hasil 
musrenbang 
Kelurahan / 
Desa  dapat 
dilaksanakan 
ditingkat 
Kelurahan/ 
Desa  

75 80 

  

85 

  

90 

  

95 

  

100 

  

100 
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Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Cakupan 
ketersediaan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
(%) 

100 100 192,316,000 100 211,547,600 100 232,702,360 100 255,972,596 100 281,569,856 100 815,967,083 Sekretaris 
 

        

Penyediaa
n Jasa 
Komunika
si Sumber 
daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 
Rekening  
Telpon, Listrik 
dan Air  
(rekening) 

24 24 5,625,000 24 6,187,500 24 6,806,250 24 7,486,875 24 8,235,563 120 34,341,188 

Sub Bagian 
Program 

dan 
Keuangan 

Kecama
tan 

Amali 

        

Penyediaa
n Jasa  
Administr
asi  
Keuangan 

Jumlah Tenaga 
Administrasi 
yang 
mendapatkan 
Jasa 
Administrasi 
Keuangan  
selama 
setahun  
(orang) 

72 72 24,972,000 72 27,469,200 72 30,216,120 72 33,237,732 72 36,561,505 360 152,456,557 

Sub Bagian 
Program 

dan 
Keuangan 

Kecama
tan 

Amali 

        

Penyediaa
n Bahan 
Bacaan 
dan 
Perundan
g-
undangan 

Jumlah Media 
yang 
menyediakan 
Bahan Bacaan 
(Media) 

12 12 960,000 12 1,056,000 12 1,161,600 12 1,277,760 12 1,405,536 60 5,860,896 

Sub Bagian 
Umum 

dan 
Kepegawai

an 

Kecama
tan 

Amali 

        

Rapat-
rapat 
koordinasi 
dan 
Konsultasi 
daerah 
dan Luar 
Daerah 

Jumlah 
Kegiatan Rutin 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
Pelaksanaan 
Tupoksi 
Organisasi 
yang diikuti 
(kegiatan)  

120 120 83,590,000 128 91,949,000 140 101,143,900 148 111,258,290 150 122,384,119 686 510,325,309 

Sub Bagian 
Umum 

dan 
Kepegawai

an 

Kecama
tan 

Amali 
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Pelaksana
an 
Administr
asi 
Perkantor
an 

Jumlah 
pendukung 
pelaksanaan 
administrasi 
perkantoran 
(paket) 

12 12 77,169,000 12 84,885,900 12 93,374,490 12 102,711,939 12 112,983,133 60 471,124,462 

Sub Bagian 
Umum 

dan 
Kepegawai

an 

Kecama
tan 

Amali 

      

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Cakupan 
Realisasi 
peningkatan 
sarana & 
prasarana 
aparatur 

99,93 100 104,640,400 100 115,104,440 100 126,614,884 100 139,276,372 100 153,204,010 100 670,891,881 Sekretaris 
 

        

Pengadaa
n 
Perlengka
pan  
Gedung 
Kantor 

Jumlah 
Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 
(unit) 

2 2 3,000,000 2 3,300,000 2 3,630,000 2 3,993,000 2 4,392,300 10 18,315,300 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kecama
tan 

Amali 

        

Pengadaa
n 
Peralatan 
Gedung 
Kantor 

Jumlah 
Pengadaan 
Peralatan 
Gedung Kantor 
(unit) 

3 3 22,250,000 3 24,475,000 3 26,922,500 3 29,614,750 3 32,576,225 15 135,838,475 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Amali 

        
Pengadaa
n 
Mebeleur 

Jumlah 
Pengadaan 
Mebeleur 
(paket) 

2 2 8,300,000 2 9,130,000 2 10,043,000 2 11,047,300 2 12,152,030 10 50,672,330 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Amali 

        

Pemelihar
aan Rutin/ 
Berkala 
Gedung 
Kantor 

Jumlah 
pemeliharaan 
Gedung Kantor 
(kegiatan) 

12 12 24,772,000 12 27,249,200 12 29,974,120 12 32,971,532 12 36,268,685 60 151,235,537 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Amali 

        

Pemelihar
aan  Rutin 
/berkala  
Kendaraa
n 
Dinas/Ope
rasional 

Jumlah  
pemeliharaan 
Kendaraan 
Dinas 
/Operasional 
(kegiatan) 

24 24 46,318,400 24 50,950,240 24 56,045,264 24 61,649,790 24 67,814,769 120 282,778,464 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Amali 



 
 

  
Page 46 

 

  

        

Pemelihar
aan Rutin/ 
Berkala 
Perlengka
pan 
Gedung 
Kantor 

Jumlah 
Pemeliharaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 
(kegiatan) 

12 12 5,250,000 12 5,775,000 12 6,352,500 12 6,987,750 12 7,686,525 60 32,051,775 
Seksi 

Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Amali 

      

Program 
Penunjang 
Pemerintaha
n Umum 

Cakupan 
Realisasi 
Kegiatan 
Penunjang 
Pemerintahan 
Umum (%) 

100 100 19,579,000 100 21,536,900 100 23,690,590 100 26,059,649 100 28,665,614 100 119,531,753 Sekretaris 
 

        

Penyusun
an 
Rencana 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 
Kecamatan 
yang tersusun 
(Dokumen) 

5 6 19,579,000 5 21,536,900 6 23,690,590 5 26,059,649 5 28,665,614 27 119,531,753 

Sub Bagian 
Program 

dan 
Keuangan 

Kec. 
Amali 

      

Program 
Pembinaan  
dan Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa 

Cakupan 
Peningkatan 
Pembinaan 
dan Fasilitasi 
pengelolaan 
dana desa (%) 

100 100 25,000,000 100 27,500,000 100 30,250,000 100 33,275,000 100 36,602,500 100 152,627,500 Sekretaris 
 

        

Monitorin
g, Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
( 
ADD,TPAD
, & 
Penyisihan 
PBB) 

Jumlah laporan 
hasil 
monitoring 
dan evaluasi 
pengelolaan 
dana desa 
(laporan) 

14 14 25,000,000 14 27,500,000 14 30,250,000 14 33,275,000 14 36,602,500 70 152,627,500 

Seksi 
Pembangu

nan, 
Pemberda

yaan 
Masyaraka

t & Desa 

Kec. 
Amali 
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Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Penyelenggra
aan 
Pemerintaha
n Desa/ 
Kelurahan 

Persentase 
Peningkatan 
kualitas 
Penyelenggara
an Pemerintah 
Desa/Keluraha
n (%) 

100 100 161,000,000 100 177,100,000 100 194,810,000 100 214,291,000 100 235,720,100 100 982,921,100 Sekretaris 
 

        

Pembinaa
n dan 
Evaluasi 
Pelaksana
an 
Pemerinta
han 
Kecamata
n  dan 
Kelurahan 

Jumlah 
Dokumen 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
FKKS dan TKSK 
(dokumen) 

2 2 45,000,000 2 49,500,000 2 54,450,000 2 59,895,000 2 65,884,500 10 274,729,500 

Seksi 
Perekono
mian PAD 
dan Kesra 

Kec. 
Amali 

        

Peningkat
an 
Operasion
al 
Kelurahan 
Mampotu 

Jumlah 
Operasional 
Kelurahan 
Mampotu 
(Kegiatan) 

12 12 116,000,000 12 127,600,000 12 140,360,000 12 154,396,000 12 169,835,600 60 708,191,600 

Seksi 
Pemerinta

han dan 
Kependud

ukan 

Kec. 
Amali 

      

Program 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelurahan 

Cakupan 
Realisasi 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kelurahan (%) 

100 100 384,000,000 100 422,400,000 100 464,640,000 100 511,104,000 100 562,214,400 100 
2,344,358, 

400 
Lurah 

Mampo
tu 
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Pengadaan, 
Pembangun
an, 
Pengemban
gan dan 
Pemelihara
an Sarana 
dan 
Prasarana 
Lingkungan 
Pemukiman 
Sarana 
Pengumpul
an Sampah 
dan Sarana 
Pengolahan  
Sampah  
Kelurahan 
Mampotu 

Jumlah 
Pengadaan, 
Pembangunan, 
Pengembangan 
dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Lingkungan 
Pemukiman 
Sarana 
Pengumpulan 
Sampah dan 
Sarana 
Pengolahan  
Sampah  
Kelurahan 
Mampotu 
(Paket) 

1 1 72,000,000 1 79,200,000 1 87,120,000 1 95,832,000 1 105,415,200 5 439,567,200 

Seksi 
Pemerinta

han dan 
Kependud

ukan 

Kec. 
Amali 

        

Pengadaan, 
Pembangun
an, 
Pengemban
gan dan 
Pemelihara
an Sarana 
dan 
Prasarana 
Transportas
i Jalan 
Pemukiman 
Kelurahan 
Mampotu 

Jumlah 
Pengadaan, 
Pembangunan, 
Pengembangan 
dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Transportasi 
Jalan Pemukiman 
Kelurahan 
Mampotu 
(Paket) 

1 1 312,000,000 1 343,200,000 1 377,520,000 1 415,272,000 1 456,799,200 5 
1,904,791, 

200 

Seksi 
Pemerinta

han dan 
Kependud

ukan 

Kec. 
Amali 

      

Program 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
di Kelurahan 

Cakupan 
Realisasi 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan (%) 

100 100 20,675,000 100 22,742,500 100 25,016,750 
 

27,518,425 
 

30,270,268 
 

126,222,943 
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Pengelola
an 
Kegiatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarak
at; 
Pelayanan 
Perilaku 
Hidup 
Bersih dan 
Sehat 
Kelurahan 
Mampotu 

Jumlah 
Kegiatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Masyarakat; 
Pelayanan 
Perilaku Hidp 
Bersih dan 
Sehat 
Kelurahan 
Mampotu  
(Kegiatan) 

1 1 20,675,000 1 22,742,500 1 25,016,750 1 27,518,425 1 30,270,268 5 126,222,943 

Seksi 
Pembangu

nan, 
Pemberda

yaan 
Masyaraka

t & Desa 

Kec. 
Amali 

Mencipta
kan 
Keamana
n, 
Ketentra
man dan 
Ketertiba
n 
Masyarak
at 

Terciptan
ya 
Keamana
n, 
Ketentra
man dan 
Ketertiba
n 
Masyarak
at  

      Persentase 
Ganguan 
Keamanan 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Masyarakat 
yang dapat 
diselesaikan 

95 96 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

100 

 

  

          Persentase 
Penurunan 
Pelanggaran 
terhadap 
Perda 

80 85 

 

90 

 

95 

 

98 

 

100 

 

100 

 

  

      Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
KDH 
 
 

Persentase  
Peningkatan 
Sistem 
pengawasan  
Internal 
kecamatan (%) 100 100 27,000,000 100 29,700,000 100 32,670,000 100 35,937,000 100 39,530,700 100 164,837,700 Sekretaris 
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Koordinasi 
Pengawas
an yang 
lebih 
Komprehe
nsif 

Jumlah 
operasional 
pengawasan 
Tripika ( Kali ) 

36 36 27,000,000 36 29,700,000 36 32,670,000 36 35,937,000 36 39,530,700 180 164,837,700 
Seksi 

Trantibum 
Kec. 

Amali 

            
  

529,535,400 
 

1,849,490, 
280  

849,425,808 
 

2,237,883, 
239  

2,461,671, 
563  

7,928,006, 
     289   
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator Kinerja Kecamatan Amali digunakan untuk mengukur 

kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan 

sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. 

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi  yang 

diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan 

dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan.Hal ini 

untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi 

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun 

atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi 

kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. 

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan 

Amali yang secara langsung menunjukkan kineja yang akan dicapai dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Kecamatan Amali Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 

NO Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

pada awal 
periode 
RPJMD 

Target Capaian SetiapTahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

1 

Persentase 

Pelayanan kepada 

Masyarakat yang 

dilaksanakan sesuai 

Standar Pelayanan 

 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

100 

2 

Persentase 

Pengaduan 

pelayanan publik dari 

masyarakat yang 

dapat ditindalajuti/ 

diselesaikan 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

 

100 

3 

Persentase Usulan 

Kegiatan 

pembangunan oleh 

masyarakat hasil 

musrenbangKelurah

an/ Desa dapat 

dilaksanakan 

ditingkat Kelurahan/ 

Desa 

 

 

75 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

100 

 

 

100 

4 

Persentase Ganguan 

Keamanan 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Masyarakat yang 

dapat diselesaikan 

 

95 

 

 

96 

 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

100 

5 

 

Persentase 

Penurunan 

Pelanggaran 

terhadap Perda 

 

85 

 

85 

 

90 

 

95 

 

95 

 

100 

 

100 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 

2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2018-

2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan 

melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Rencana Stategis (Renstra) 

Kecamatan AmaliTahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan 

dalam Rencana Kerja Kecamatan Amali setiap tahunnya yang tertuang 

dalam APBD. 

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan 

Amali merupakan unit kerja yang sangat strategis dan  menentukan dalam 

pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah 

Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Amali merupakan dokumen 

yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana 

strategis Kecamatan Amali akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya 

sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat 

dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai. 

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada 

proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi 

implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan 

organisasi.  Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi. 

 

8.1  Pedoman Transisi 

 Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali 

Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun, maka Renstra 2018-

2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja. 

 

8.2  Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 yaitu : 

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-

target Renstra dan melaksankan program dan kegiatan yang 

tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya. 
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2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat 

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja 

(Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam 

kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan 

keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan 

Renja berpedoman pada Renstra. 

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu 

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara 

berkala. 

 

Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 ini 

merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi 

dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada 

skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan 

prioritas pembanguan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka 

menengah ataupun jangka panjang. Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan 

AmaliTahun 2018-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program 

kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan 

Amali. 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amali Tahun 

2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan 

pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu 

Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.



 

  
Page 55 

 

  

 


